SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR %% TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, dan
Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan
Tunjangan Komunikasi Intensif untuk peningkatan kinerja
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam
tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

p—t

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856):

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembventukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM TENTANG TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

3
2.
3.

Kota adalah Kota Pagar Alam.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar
Alam.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
anggota DPRD Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
DPRD Kota Pagar Alam,

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat
Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota

Pagar Alam.




8.

9,

10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

=

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.,

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan

setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD.

suatu
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan
Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar
penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif,
Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD,

BAB 11
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sesuai dengan
Kemampuan Keuangan Daerah.

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif dianggarkan secara kolektif
oleh Sekretaris DPRD dalam program dan kegiatan Sekretariat
DPRD pada APBD Pemerintah Kota, dengan besaran
Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan setiap bulan
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD.

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud p:ada
ayat (3) sudah termasuk pembebanan pajak penghasilan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali
Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Novemker~ 2024,
"Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal & Novembe( 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD
DAHNIAL NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR ..33




